ABSTRAK

Pilkada Serentak merupakan suatu proses untuk memilih kepala daerah,
meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan
walikota yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagai
bentuk perwujudan dari demokrasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan di
Indonesia. Sejak pertama kali dilaksanakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak
tidak terlepas dari adanya dinamika yang terjadi. Pada Penyelenggaraan Pilkada
Serentak Tahun 2024, salah satu dinamika yang terjadi adalah adanya Putusan MK
Nomor 60/PUU-XXI11/2024 yang mengubah ketentuan mengenai ambang batas
pencalonan kepala daerah yang diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika
pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah pada pemilihan kepala daerah
serta menganalisis implikasi dari adanya Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI11/2024
terhadap penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan
doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis.
Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui metode studi
kepustkaan. Dari data-data tersebut kemudian dinalisis menggunakan metode
analisis kualitatif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pengaturan ambang batas
pencalonan kepala daerah seringkali mengalami dinamika pada pengatrurannya,
sejak pertama kali diatur pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kemudian
mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta
undang-undang perubahannya, dan yang terakhir adalah perubahan yang signifikan
melalui Putusan MK Nomor 60/PUU-XXI11/2024. Adanya Putusan MK Nomor
60/PUU-XXI11/2024 berimplikasi pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun
2024, antara lain memberikan implikasi bagi KPU sebagai penyelenggara Pilkada
Serentak Tahun 2024 yang harus menyelaraskan ketentuan ambang batas
pencalonan kepala daerah dalam peraturan KPU dengan yang diputus oleh MK.
Kemudian, Putusan MK tersebut juga memperluas kesempatan bagi partai politik
untuk dapat mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak Tahun
2024. Terakhir, putusan tersebut juga berimplikasi pada peserta Pilkada Serentak
Tahun 2024, yaitu berimplikasi pada penambah pasangan calon gubernur ddan
wakil gubenur yang dapat mendaftarkan diri menjadi peserta pemilihan serta
menurunnya presentase calon tunggal pada Pilakda Serentak Tahun 2024.
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